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BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 3| TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2005
TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

:a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib,

i N

disiplin dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong
Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif, maka Peraturan
Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan
Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang, perlu disesuaikan dengan
mengatur kembali jam kerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a konsideran menimbang ini, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan
Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja
di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari
Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 22/ E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2005
TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Malang Nomor 56

Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan

Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 22/E) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pelaksanaan jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu
adalah sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

(2) Jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:
a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 16.00 WIB;
b. Jum’at pukul 07.30 - 15.00 WIB.

(3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dengan ketentuan:
a. senam pagi pukul 07.30 - 08.00 WIB;
b. waktu sholat Jum’at pukul 11.30 - 13.00 WIB.
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2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
tidak berlaku bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan 6 (enam) hari kerja.

(2) Jam kerja efektif pada 6 (enam) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.00 WIB;
b. Jum’at pukul 07.30 - 11.00 WIB;
c. Sabtu pukul 08.00 - 14.00 WIB.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal~/0 OKTOBER2013

H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Malang
pada tanggal /0 OATOBER 2013

SEKRETARIS DAERAH

.

S ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor ﬂ Seri [D
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